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ABSTRAK 
Dhea Noer Aprilia. 2017. E0012110. PELAKSANAAN 
PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS 
BATIK SOLO TRANS (BST) ATAS HAK KESELAMATAN 
KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mendeskripsikan tentang  perlindungan atas hak 
keselamatan bagi konsumen pengguna jasa angkutan bus Batik Solo Trans 
(BST), serta mengkaji hambatan serta solusi upaya menanggulangi 
hambatan tersebut. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dan studi kepustakaan, instrumen penelitiannya pihak pengelola bus yaitu 
PT. Bengawan Solo Trans dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan 
atas hak keselamatan konsumen bagi pengguna jasa angkutan bus Batik 
Solo Trans (BST) beberapa sudah terpenuhi seperti yang disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
khususnya dalam hal standar pelayanan minimum.Disamping itu, terdapat 
hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak konsumen, serta solusi yang 
dapat diupayakan oleh pihak pengelola bus. 
 
Kata kunci : perlindungan konsumen, hak keselamatan konsumen, 
standar pelayanan minimum 
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ABSTRACT 
 
Dhea Noer Aprilia. 2017. E0012110. Pelaksanaan Perlindungan Bagi 
Pengguna Jasa Angkutan Bus Batik Solo Trans (BST) Atas Hak 
Keselamatan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen. Legal Writing (thesis). Law Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
This study describes the protection of the rights of the consumer 
safety for bus transport services Batik Solo Trans (BST), as well as 
identifying the barriers and solutions to tackling these obstacles. 
This research is a descriptive empirical law. Source data used are 
primary and secondary data sources. Data collection technique used 
observation, interview, and literature study, research instrument is the 
manager of the bus PT. Bengawan Solo Trans and Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 about Consumer Protection, while the data analysis 
technique used is the interactive data analysis. 
The results showed that the implementation of the protection of 
the rights of consumer safety for users of bus transport services Batik Solo 
Trans (BST), a few are appropriate. As mentioned in Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 about Consumer Protection in particular in terms of 
minimum service standards. In addition, there are obstacles in the 
implementation of consumer rights protection, as well as solutions that can 
be pursued by the manager of the bus. 
 
Keywords : consumer protection, consumer safety rights, minimum 
service standards 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, distribusi barang maupun 
mobilitas masyarakat menjadi hal yang penting dalam pembangunan di 
Indonesia. Peranan transportasi di Indonesia menjadi hal yang sangat 
vital dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam berbagai 
bidang, baik dalam rangka distribusi barang ataupun dalam rangka 
mobilitas masyarakat. 
Transportasi dilakukan untuk mengangkut penumpang dan 
barang dari satu tempat ke tempat lain. Mengangkut atau memindahkan 
manusia dan barang-barang dari satu tempat ke tempat lain merupakan 
kegiatan yang sudah dilakukan sejak dahulu, bukan hanya mengangkut 
hasil produksi beras dari desa ke pasar di kota, mengangkut bahan baku 
ke pabrik/industri untuk diolah, karyawan ke kantor, wisatawan ke obyek 
wisata, polisi ke tempat tugasnya. Jadi transportasi merupakan sarana 
untuk memenuhi banyak tujuan. Berbagai penemuan dalam pembuatan 
sarana dan prasarana transportasi telah meningkatkan kelancaran dan 
kapasitas transportasi, pertumbuhan penduduk, serta kesejahteraan 
masyarakat. Pengangkutan manusia dan barang secara mudah dari satu 
tempat ke tempat lain telah mendapat perhatian besar dalam kehidupan 
modern dan usaha penyempurnaan sistem transportasi secara terus 
menerus akan meningkatkan standar kehidupan (Rahardjo Adisasmita, 
2014 : 13). Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan 
strategis terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan di berbagai sektor 
dan di berbagai daerah/wilayah, sehingga dapat dikatakan bahwa 
transportasi itu berperan secara lintas sektoral dan lintas regional. 
Dukungan sektor transportasi sangat berpengaruh dan menentukan 
terhadap keberhasilan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung (Sakti Adji Adisasmita, 2012 : 2). 
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Untuk kawasan perkotaan yang merupakan ruang kehidupan 
masyarakat bercirikan keragaman kegiatan dan kerapatan penduduk 
sangat tinggi dan tersebar ke berbagai lokasi, maka pelayanan berbagai 
jenis alat transportasi adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Karena itu 
di kota-kota besar dijumpai banyak ragam dan jenis alat transportasi. 
Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat kondisi 
transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain 
mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran 
kegiatan perekonomian kota. Moda transportasi perkotaan yang 
dimaksudkan untuk keperluan umum di kota-kota mana pun di dunia 
selalu menghadapi permasalahan yang hampir sama terutama di segi 
keandalan (ketersediaannya) yang kurang memenuhi keinginan pihak 
pengguna jasa; baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanannya 
yang tidak sesuai dengan standar mutu pelayanan (Fidel Miro, 2012 : 89). 
Kota Solo terletak di pertemuan antara jalur selatan Jawa dan 
jalur Semarang-Madiun atau dapat disebut sebagai kota yang berada di 
posisi poros utama kawasan segitiga Yogyakarta-Solo-Semarang, hal ini 
menjadikan posisinya yang strategis sebagai kota transit. Dilihat dari sisi 
geografis tersebut, Kota Solo memiliki potensi besar untuk dapat 
dikembangkan menjadi alternatif tujuan kedatangan, baik untuk tujuan 
pengembangan usaha, untuk mengenyam pendidikan maupun untuk 
destinasi wisata. Dalam hal pendidikan, kota Solo juga turut memiliki 
potensi sebagai kota tujuan pendidikan bagi mahasiswa asal luar Pulau 
Jawa. 
Dengan potensi besar yang dimiliki Solo tersebut, maka hal ini 
berpengaruh terhadap mobilitas masyarakatnya. Moda transportasi yang 
disediakan menjadi sorotan penting bagi pihak Pemerintah Kota, 
khususnya bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
(Dishubkominfo) Kota Solo. Menurut informasi dari pihak 
Dishubkominfo, jumlah kendaraan yang masuk ke Solo baik dari dalam 
maupun luar kota, telah mencapai 1 juta lebih tiap harinya. Dua kali lebih 
banyak daripada jumlah warga Solo. Kantor Samsat Solo melansir bahwa 
pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Solo tiap tahunnya ialah 7,5%. 
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Namun pada tahun 2014-2015, pertumbuhan kendaraan bermotor cukup 
mengejutkan, mencapai 20%. Fakta ini juga terjadi pada pertumbuhan 
mobil pribadi. Jumlah mobil pribadi mencapai 36.903 unit dan 43.158 
unit yang itu berarti mengalami kenaikan sebesar  17% 
(http://www.kompasiana.com/royrohman/mengapa-lalu-lintas-kota-solo-
kian-semrawut_5517a0d3a333117007b66055, diakses pada 10 Maret 
2017). 
Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan tranportasi 
massal yang stagnan dan bahkan cenderung menurun. Melihat 
pertambahan jumlah kendaraan tersebut yang tidak sebanding dengan 
ketersediaan dan kelayakan ruas jalan, serta kemacetan yang mulai 
terjadi di beberapa kawasan di Kota Solo, maka pengembangan alat 
transportasi yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar dan 
dapat mengurangi beban di jalan raya menjadi hal yang sangat penting 
dan mendesak untuk dilakukan. Kemudian masalah selanjutnya adalah 
bagaimana menyediakan suatu jasa angkutan umum yang bersifat massal 
dan publik, yang penumpangnya dapat memperoleh kenyamanan serta 
rasa aman dalam penggunaannya, tidak berdesak-desakan dan tentunya 
dengan tarif yang terjangkau. Kebutuhan akan jaminan keamanan dan 
keselamatan dari segala tindak kejahatan yang mungkin saja dapat terjadi 
di ruang publik, menjadi hal yang juga penting karena masyarakat 
mengetahui semakin maraknya kejahatan atau tindak pidana yang 
dilakukan di ruang publik salah satunya pada bus dan angkutan umum 
lain yang beroperasi. 
Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, maka Pemerintah 
dalam hal ini Departemen Perhubungan mencanangkan suatu sistem 
transportasi bus cepat atau BRT (Bus Rapid Transit) di Solo, yang 
dikenal dengan nama Batik Solo Trans (BST). Berdasarkan informasi 
yang diperoleh dari sumber website tentangsolo.web.id, BST menjadi 
salah satu moda transportasi angkutan umum massal di Kota Solo, yang 
diluncurkan pada 1 September 2010 yang lalu, dan kini telah banyak 
membantu masyarakat sebagai alternatif transportasi dalam bepergian di 
dalam kota. 
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PT. Bengawan Solo Trans yang bertindak sebagai pelaku usaha, 
dalam pelayanannya kemudian mempunyai tanggung jawab atau 
kewajiban untuk menjamin hak-hak dari konsumen yang menggunakan 
jasa transportasi ini, seperti yang tercantum dengan jelas dalam Pasal 4 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(selanjutnya akan disebut UU Perlindungan Konsumen). Penjaminan 
terhadap keamanan dan kenyamanan demi keselamatan penumpang 
menjadi penting untuk diperhatikan oleh pihak penyelenggara jasa 
transportasi baik secara fisik (peralatan yang mendukung), maupun dari 
segi Sumber Daya Manusia (SDM). Namun pada kenyataannya apabila 
diperhatikan dan dikaji ulang, ternyata masih banyak konsumen 
pengguna bus Batik Solo Trans (BST) yang mengeluhkan menerima 
pelayanan kurang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan semula 
dibentuknya sistem transportasi cepat ini.  
Seperti yang telah disebutkan diatas, mengingat besarnya 
peranan jasa transportasi Batik Solo Trans (BST) dalam menunjang 
pembangunan nasional serta pentingnya jaminan atas keselamatan serta 
layanan yang memadai bagi para konsumen, maka pelaksanaan 
perlindungan atas hak keselamatan konsumen merupakan hal utama yang 
harus dilakukan. Maka dari itu, penulis tertarik mengkaji dan 
menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang hukum perlindungan 
konsumen dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Perlindungan Bagi 
Pengguna Jasa Angkutan Bus Batik Solo Trans (BST) Atas Hak 
Keselamatan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
penulis merumuskan masalah pokok untuk dikaji dalam penulisan hukum 
(skripsi) ini. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa angkutan 
Bus Batik Solo Trans (BST) atas Hak Keselamatan Konsumen 
menurut UU Perlindungan Konsumen? 
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2. Apa kendala dalam pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa 
angkutan Bus Batik Solo Trans (BST) atas Hak Keselamatan 
Konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui kesesuaian pelayanan Bus Batik Solo Trans 
(BST) dalam hal pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa 
angkutan Bus Batik Solo Trans (BST) atas Hak Keselamatan 
Konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen. 
b. Untuk mengetahui kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan 
perlindungan bagi pengguna jasa angkutan Bus Batik Solo Trans 
(BST) atas Hak Keselamatan Konsumen menurut UU Perlindungan 
Konsumen. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemikiran bagi 
penulis dalam bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya 
mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. 
b. Untuk memperoleh kelengkapan data guna menyelesaikan 
penyusunan penulisan hukum (skripsi) untuk memenuhi 
persyaratan akademis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 
Sarjana Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara, 
yang konsentrasinya mengenai hukum perlindungan konsumen. 
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b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan 
untuk memahami secara khusus tentang hukum perlindungan 
konsumen.  
c. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya 
analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus 
berkembang terutama dalam bidang hukum perlindungan 
konsumen 
d. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum 
Administrasi Negara pada umumnya dan hukum perlindungan 
konsumen pada khususnya.  
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi 
hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih 
mendalam tentang hukum perlindungan konsumen.  
b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga-
lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika pada 
umumnya. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah 
ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan 
metode ilmiah. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah 
cara-cara  ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan 
dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan 
tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 
memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2009: 6). Metode 
penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode 
penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian 
nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan 
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masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam 
hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum 
empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis karena 
penelitian hukum tersebut diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam 
suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah 
Penelitian empiris atau yang dikenal dengan yuridis sosiologis 
berbasis pada ilmu normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan 
mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan 
melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi 
ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini 
juga dikenal sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) 
(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 47). 
Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan atas 
hak keselamatan konsumen sebagai pengguna jasa angkutan Bus Batik 
Solo Trans (BST). Yang ingin diteliti oleh penulis adalah bagaimana 
efektivitas pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa angkutan 
Bus Batik Solo Trans (BST) atas hak keselamatan konsumen menurut 
UU Perlindungan Konsumen dan apa saja yang menjadi kendala 
dalam pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa angkutan Bus 
Batik Solo Trans (BST) atas hak keselamatan konsumen tersebut. 
2. Sifat Penelitian 
Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari 
penelitian ini adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat 
membantu memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2008 : 
10). 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode 
penulisan hukum yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa 
yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 
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perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). 
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. 
Sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Bahan 
hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 
2014 : 181). 
a. Data Primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan 
b. Data Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang 
memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, yaitu 
berupa buku-buku, jurnal internasional maupun nasional, desertasi, 
tesis, skripsi, makalah, kamus, pendapat ahli serta penelitian yang 
berkaitan dengan isu hukum. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah : 
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a. Observasi 
Adalah metode penelitian dengan menggunakan pengamatan yang 
dicatat dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang 
diselidiki (Suharsimi Arikunto, 2006 : 156). Penulis akan 
melakukan pengamatan langsung pada halte-halte yang menjadi 
tempat naik dan turunnya penumpang. 
b. Wawancara 
Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara 
dilakukan untuk menghasilkan sumber data primer. Wawancara 
adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang 
pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada subyek atau 
sekelompok subyek penelitian untuk dijawab (Sugiyono, 2011 : 
231). Metode ini digunakan untuk mencari data langsung kepada 
responden yang ingin diteliti, yang terdiri dari pihak Bus Batik 
Solo Trans (BST) yaitu khususnya untuk pengemudi dan 
pramugari/pramugara bus pada Koridor 2 dan para penumpang bus. 
c. Studi Kepustakaan 
Teknik studi kepustakaan (library research) adalah segala usaha 
yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang 
relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. 
Informasi itu dapat diperoleh dengan mengkaji buku-buku ilmiah, 
jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, 
karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, majalah, dan sumber-
sumber tertulis lain baik tercetak maupun elektronik yang berkaitan 
dengan objek penelitian yakni perlindungan hak keselamatan 
konsumen. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data  
interaktif (interactive model of analysis)yaitu proses analisis dengan 
menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian 
data, dan kemudian penarikan kesimpulan (verifikasi) yang 
aktifitasnya berbentuk interaksi dengan pengumpulan data sebagai 
proses siklus. Data yang disajikan diperoleh dari data yang valid. Uji 
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validitas data dilakukan melalui trianggulasi data, yaitu meliputi 
adanya data yang valid dari wawancara, pengamatan lapangan, dan 
dokumen yang ada. H.B. Soetopo (2002 : 13) menjelaskan tentang 
proses analisis interaktif yang menghubungkan ketiga komponen 
tersebut dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, 
penulis membuat reduksi data dan sajian data, untuk ditarik 
kesimpulan, sehingga data yang terkumpul mempunyai hubungan satu 
sama lain secara sistematis. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum dilakukan untuk memberikan 
gambaran, penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai 
pembahasan yang akan dirumuskan sesuai kaidah atau aturan baku 
penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 
(empat) bab di mana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang 
dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan 
hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori yang 
bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan 
berkaitan dengan judul dan permasalahan yang sedang 
diteliti. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur 
berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka 
pemikiran. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan 
pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yang ada 
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yaitu pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa angkutan 
Bus Batik Solo Trans (BST) atas hak keselamatan konsumen 
menurut UU Perlindungan Konsumen serta kendala yang 
dialami dalam pelaksanaan perlindungan hak keselamatan 
konsumen tersebut. 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini penulis akan mengemukakan simpulan dari hasil 
penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, serta memberikan saran terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberi perlindungan kepada konsumen. Pada Pasal 3 dijelaskan 
tujuan perlindungan konsumen adalah : 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang/dan atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
Perlindungan Konsumen cukup luas karena mencakup segala 
jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan 
hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya 
dalam bidang ekonomi di dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia. Asas teritorial menjadi dasar dari undang-undang ini (A. 
Yani dan Wijaya, 1999 : 11). Adapun penjelasan mengenai konsumen, 
pelaku usaha, serta hak dan kewajibannya, sebagai berikut : 
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a. Konsumen 
1) Pengertian Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata 
consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument 
(Belanda). Pengertian dari consument itu tergantung dalam 
posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah 
(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. 
Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk 
konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula 
Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer 
sebagai pemakai atau konsumen (Az. Nasution, 2001 : 3). 
Sedangkan pengertian konsumen menurut UU Perlindungan 
Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni, konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. 
2) Hak dan Kewajiban Konsumen 
Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan 
perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. 
Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu : 
(Shidarta, 2000 : 16-27) 
(1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 
(2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be 
informed); 
(3) Hak untuk memilih (the right to choose); 
(4) Hak untuk didengar (the right to be heard). 
Empat hak dasar ini telah diakui secara internasional. 
Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang 
tergabung dalam The International Organization of Consumer 
Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak 
mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti 
kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. 
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Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU 
Perlindungan Konsumenadalah sebagai berikut : 
(1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
(3) Hakatas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
(4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
(5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
(6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
(7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
(8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; 
(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Sedangkan untuk kewajiban konsumen diatur dan 
dijelaskan dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yakni : 
(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan; 
(2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 
barang dan/atau jasa; 
(3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. 
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3) Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen 
Dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 29 ayat (1) 
dinyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas 
pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang 
menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta 
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. 
Kemudian dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa 
pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh 
pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya 
hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban 
masing-masing sesuai dengan asas keadilan dan asas 
keseimbangan kepentingan. Tugas pembinaan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh 
menteri atau menteri teknis terkait, yakni dalam hal ini Menteri 
Perdagangan. Menteri ini melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan perlindungan konsumen. Beberapa tugas 
pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen telah dijabarkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen adalah 
sebagai berikut : 
(1) Menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang 
sehat antara pelaku usaha dan konsumen; 
(2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat. 
b. Pelaku Usaha 
1) Pengertian Pelaku Usaha 
Dalam Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, 
disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
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kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Az. Nasution, 
2001 : 17). 
2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, Produsen 
disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai 
berikut : 
a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik; 
c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila bukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Sementara itu kewajiban Pelaku Usaha dicantumkan 
dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu : 
a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 
memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 
pemeliharaan; 
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif; 
d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
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e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan; 
f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
2. Tinjauan tentang Hak atas Keselamatan Konsumen 
Hak atas keselamatan konsumen mengandung pengertian bahwa 
konsumen berhak mendapatkan produk yang memberi keselamatan. 
Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang 
mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau 
mengkonsumsi produk. Setiap produk baik dari segi komposisi 
bahannya, dari segi desain dan konstruksi, maupun segi kualitasnya 
harus diarahkan untuk mempertinggi rasa keselamatan konsumen 
(Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011 : 41). 
Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa adalah untuk memperoleh manfaat dari barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsinya tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh 
mengancam keselamatan, jiwa, dan harta benda konsumen, serta di 
samping itu juga harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen. 
Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen terkandung asas-asas 
yang menjadi landasan yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan 
Konsumen, yaitu adalah asas manfaat, asas keadilan, asas 
keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas 
kepastian hukum. Dalam hal ini akan dibahas mengenai asas keamanan 
dan keselamatan konsumen. Asas tersebut memberikan jaminan atas 
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
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pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi 
atau digunakan. 
3. Tinjauan tentang Hukum Perlindungan Konsumen 
a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan 
Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen. Perlindungan konsumen berbicara mengenai 
jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. 
Sedangkan menurut Janus Sidabalok, hukum perlindungan 
konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian 
perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan 
kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen 
menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan 
kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan 
menjalankan kewajiban tersebut (Janus Sidabalok, 2006 : 45). 
b. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen 
Pada hakekatnya, terdapat 2 (dua) instrumen hukum penting 
yang menjadi landasan kebijakan hukum perlindungan konsumen di 
Indonesia, dua hal tersebut yaitu adalah sebagai berikut 
(https://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/dasar-hukum-
perlindungan-konsumen/, diakses pada 10 Maret 2017) : 
1) Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di 
Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional 
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 
Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem 
pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu 
menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi 
barang dan/atau jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. 
2) Kedua, UU Perlindungan Konsumen. Lahirnya undang-undang 
ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk 
memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita dari 
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transaksi suatu barang dan/atau jasa. UU Perlindungan Konsumen 
menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. 
c. Lembaga-Lembaga Dalam Hukum Perlindungan Konsumen 
Dalam UU Perlindungan Konsumen disebutkan 3 (tiga) jenis 
lembaga konsumen yakni : 
1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan 
yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan 
perlindungan konsumen. Tujuan diadakannya lembaga ini ialah 
untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yang 
ditegaskan kembali dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 31. 
Sedangkan fungsi dari BPKN disebutkan juga di dalam Pasal 33 
UU Perlindungan Konsumen, yakni untuk memberikan saran dan 
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan 
perlindungan konsumen di Indonesia. 
2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
(LPKSM) 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
(LPKSM) ialah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan 
diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani 
perlindungan konsumen. Tujuan LPKSM ini ialah untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan 
konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen 
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 
masyarakat, seperti yang dijabarkan dalam Pasal 1 Angka 9.  
3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan 
yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara 
pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan tujuan diadakannya 
BPSK ini tertera dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 49 
ayat (1) dalam penjelasannya Pasal 1 Angka 11 : 
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“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa 
konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa 
konsumen di luar pengadilan (UUPK Pasal 49 ayat (1))”. 
“Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa 
konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional 
(Penjelasan UUPerlindungan Konsumem Pasal 1 Angka 11)”. 
4. Tinjauan tentang Bus Batik Solo Trans (BST) 
a. Pengertian Bus Batik Solo Trans (BST) 
Batik Solo Trans (BST) merupakan BRT (Bus Rapid Transit) 
yang dicanangkan oleh Departemen Perhubungan; menjadi salah 
satu moda transportasi angkutan umum massal di Kota Surakarta, 
yang dikelola oleh PT. Bengawan Solo Trans (BST ) sebagai 
konsorsium sejumlah perusahaan transportasi di Kota Solo.Batik 
Solo Trans kini telah banyak membantu masyarakat sebagai 
alternatif transportasi dalam bepergian di dalam kota. MoU 
pengoperasiannya bekerjasama dengan Perum DAMRI 
ditandatangani oleh mantan Walikota Solo Joko Widodo dan 
Direktur Perum Twijara Adji. 
Tarif yang ditetapkan Batik Solo Trans (BST) yaitu tarif umum 
Rp 4.500,- untuk bus yang memakai AC, dan Rp 4.000,-  untuk bus 
non-AC. Sedangkan untuk pelajar Rp 2.500,- untuk bus yang 
memakai AC, dan Rp 2.000,-  untuk bus non-AC. Sementara itu, 
untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa angkutan 
umum BST salah satunya dengan mengaplikasikan tiket elektronik, 
atau e-ticket. Bank Central Asia Tbk. (BCA) bekerjasama dengan 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika beserta DAMRI 
melakukan penandatanganan MoU terkait tiket elektronik di 
Diamond Restoran pada 6 Agustus 2016 lalu 
(http://surakarta.go.id/konten/bca-terbitkan-kartu-pelanggan-batik-
solo-trans diakses pada 15 Maret 2017). Namun pada prakteknya, 
hingga saat ini program e-ticket tersebut tidak dilaksanakan, 
sehingga sampai saat ini pembayaran tiket dilakukan secara tunai di 
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dalam bus atau dapat juga membayar denganmenggunakan BRI-Link 
yang tersedia pada setiap unit armada bus BST. 
b. Aspek Keselamatan Sarana Transportasi menurut UULLAJ 
Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis 
dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai 
bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi 
nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi 
dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, 
ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka 
mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas 
penyelenggaraan negara (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, paragraf ke-
2). 
Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya akan disebut UULLAJ) telah 
disebutkan secara jelas keseluruhan pengertian dari lalu lintas dan 
angkutan jalan, serta aspek-aspek yang mendukung. Dalam hal ini 
khususnya pada aspek keselamatan sarana transportasi massal 
(angkutan umum). Pada Pasal 1 Angka 31 UULLAJ dijelaskan 
mengenai pengertian Keselamatan Lalu Lintas, yaitu suatu keadaan 
terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas 
yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau 
lingkungan.Pasal 138 ayat (1) menyebutkan bahwa angkutan umum 
diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang 
selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Selanjutnya, pada Pasal 141 
Angka 1 juga disebutkan standar pelayanan minimal yang wajib 
dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum adalah : 
1) Keamanan; 
2) Keselamatan; 
3) Kenyamanan; 
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4) Keterjangkauan; 
5) Kesetaraan; dan 
6) Keteraturan. 
5. Tinjauan tentang Penegakan Hukum 
a. Pengertian Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi 
kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya 
guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai 
sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, 
berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 
diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana 
dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai 
hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 
situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang 
(Barda Nawawi Arief, 2002 : 109). 
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide 
dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi 
kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang 
melibatkan banyak hal (Shant Dellyana, 1998 : 32). Sedangkan 
menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai 
identitas, yaitu kepastian hukum (rechtmatigheid), keadilan hukum 
(gerectigheit), dan kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) 
(Sudarsono, 2007 : 397). 
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 
Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2008 
: 8) : 
1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); 
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum; 
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
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4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan; 
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
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Keterangan Kerangka Pemikiran : 
Negara Indonesia memiliki konstitusi yang dijadikan 
sebagai landasan bagi penyelenggaraan kepentingan negara yakni 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini 
dijadikan pedoman bagi pelaksanaan hukum di Indonesia. Selain 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
terdapat pula Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik 
mengenai perlindungan konsumen yakni UU Perlindungan 
Konsumen. Dalam pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen, 
terdapat beberapa pihak yang terkait yaitu pelaku usaha, pemerintah, 
dan konsumen, yang mana masing-masing memiliki hak dan 
kewajiban yang berbeda-beda. Termasuk juga di dalamnya mengatur 
tentang perlindungan konsumen dalam bidang transportasi, atau 
dalam hal ini khususnya Bus Batik Solo Trans (BST). 
Bus Batik Solo Trans (BST) yang menjadi moda 
transportasi massal/umum, memiliki hak dan kewajiban yang salah 
satunya menyangkut kewajiban untuk menjamin keselamatan 
penumpang atau penggunanya. Jaminan atas keselamatan 
penumpang dapat ditinjau dari segi sarana dan prasarana yang 
memadai. Pengaturan mengenai sarana dan prasarana transportasi 
khususnya transportasi massal/umum, diatur secara jelas di dalam 
UULLAJ. Untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana dalam Bus 
Batik Solo Trans (BST), harus disesuaikan dengan UULLAJ, serta 
UU Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian akan dapat 
terwujud kesejahteraan (keselamatan) konsumen, khususnya 
pengguna jasa angkutan Bus Batik Solo Trans (BST). Namun, 
apabila kriteria sarana dan prasarana transportasi tersebut tidak 
terpenuhi, maka perlu dilakukan pembahasan tentang kendala yang 
dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya, sehingga menjadi sesuai 
dengan peraturan yang terkait. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Bus Batik 
Solo Trans (BST) Atas Hak Keselamatan Konsumen 
1. Gambaran Umum tentang Bus Batik Solo Trans (BST) 
Batik Solo Trans (selanjutnya akan disebut BST) adalah nama 
armada bus jasa angkutan orang dengan kendaran bermotor umum 
dalam trayek, yang beroperasi di Kota Surakarta. Pengertian trayek 
yang dimaksud tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (selanjutnya akan disebut PP 
Nomor 74 Tahun 2014) Pasal 1 Angka 8 yaitu lintasan kendaraan 
bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil 
penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan 
perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta 
berjadwal atau tidak berjadwal. BST disebut sebagai kendaraan 
bermotor umum dalam trayek, sesuai pemenuhannya terhadap kriteria 
pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam 
trayek yang tercantum dalam Pasal 143 UULLAJ, kriteria tersebut 
antara lain : 
a. Memiliki rute tetap dan teratur; 
b. Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan 
penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas 
negara; 
c. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang 
ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan. 
Bus BST dikelola oleh PT. Bengawan Solo Trans yang 
merupakan konsorsium sejumlah perusahaan transportasi di Kota 
Surakarta, dengan kata lain sebagai perusahaan angkutan umum yang 
dalam Pasal 1 Angka 13 PP Nomor 74 Tahun 2014 diartikan sebagai 
badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang 
dengan kendaraan bermotor umum. 
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BST merupakan salah satu moda transportasi umum massal 
yang diawasi langsung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kota Surakarta. Dilansir dari website resmi Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta 
(dishubkominfo.surakarta.go.id), peresmian (soft launching) trayek 
bus BST pertama kali dilakukan pada 1 September 2010 oleh Mantan 
Walikota Surakarta yakni Joko Widodo. Joko Widodo meresmikan 
pengoperasian 8 (delapan) unit bus BST jalur Terminal Kartasura – 
Jalan Slamet Riyadi – Palur – PP, dengan halte (shelter) 
keberangkatan pertama yang terletak di Stasiun Balapan. Selain itu, 
Pemerintah Kota Surakarta juga mendapatkan bantuan dari 
pemerintah pusat berupa 15 (limabelas) unit bus yang diserahkan oleh 
Menteri Perhubungan Freddy Numberi (menjabat di era pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), yang mana bantuan tersebut 
juga diserahkan kepada 5 (lima) kabupaten/kota lainnya di 
Indonesia.Pada awalnya, Pemerintah Kota Surakarta berencana akan 
mengoperasikan 14 (empatbelas) koridor sebagai trayek bus tetap. 
Akan tetapi pada prakteknya, hingga saat ini hanya 2 (dua) koridor 
saja yang sudah terealisasi dan beroperasi, yakni Koridor 1 yang 
melayani rute perjalanan dari Bandara sampai Palur PP dan Koridor 2 
yang melayani rute perjalanan dari Terminal Kartasura sampai Palur 
PP. 
Rute perjalanan BST Koridor 1 meliputi Bandara Adisoemarmo 
– Terminal Kartasura – Jalan Ahmad Yani – Jalan Slamet Riyadi – 
Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Kolonel 
Sutarto – Jalan Ir. Sutami – Terminal Palur – PP. Sedangkan rute 
perjalanan BST Koridor 2 meliputi Terminal Kartasura – Pabelan – 
Jalan Slamet Riyadi – Jalan Dr. Moewardi – Jalan Yosodipuro – Jalan 
Gajah Mada – Jalan Monginsidi – Jalan Kolonel Sutarto – Jalan Ir. 
Sutami – Palur – PP. Berdasarkan data yang didapat dari website 
resmi Kota Surakarta (surakarta.go.id), Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta meluncurkan armada 
baru untuk Koridor 1 yakni sebanyak 20 (duapuluh) unit bus yang 
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ukurannya lebih besar dari bus lama. Unit bus BST Koridor 1 yang 
sebelumnya beroperasi yakni sebanyak 25 (duapuluh lima) unit dinilai 
sudah tidak layak digunakan untuk pelayanan transportasi publik. 
Tujuan penggantian bus lama dengan armada bus baru yang 
ukurannya lebih besar diharapkan mampu menampung penumpang 
dari Bandara yang jumlahnya meningkat, sehingga pelayanan yang 
diberikan dapat lebih maksimal. Namun pada prakteknya saat ini, 
penggantian armada bus ukuran besar ini justru menambah 
permasalahan baru pada sistem lalu lintas di Kota Surakarta. Armada 
bus baru dinilai kurang efisien dan menimbulkan masalah kemacetan, 
mengingat jalan di Kota Surakarta yang relatif sempit dan ramai. Oleh 
karena itu, berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan kemudian 
Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika menerapkan sistem contra flow di 
sepanjang Jalan Slamet Riyadi. 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta 
pada tahun 2010 secara bertahap menarik sekitar 100 (seratus) armada 
bus dalam kota yang sebelumnya beroperasi; yang merupakan armada 
milik 3 (tiga) Perusahaan Otobus (PO), yaitu PO Atmo, PO Surya 
Kencana, dan PO Nugraha Saputra (Nusa). Penarikan armada bus 
itulah yang kemudian digantikan dengan pengoperasian BST Koridor 
2, yakni sebanyak 16 (enambelas) unit armada bus (jumlahnya 
bertambah hingga saat ini) yang dipesan dari Karoseri New Armada 
Magelang. Menurut Sri Indarjo, Kepala Bidang Angkutan Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, pengadaan 
16 (enambelas) armada bus BST tersebut dibiayai oleh APBD Kota 
Surakarta sebanyak 10 unit dan 6 unit lainnya dibiayai oleh 
konsorsium PT. Bengawan Solo Trans. 
BST merupakan bagian dari manajemen transportasi 
berkelanjutan dengan pengelolaan yang terintegrasi. PT. Bengawan 
Solo Trans dalam operasionalisasinya, menetapkan waktu jeda 
(headway) antar bus yang melewati Koridor 2 yakni selama 7 menit. 
Rencananya, pemberlakuan waktu jeda tersebut bertujuan agar calon 
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penumpang mendapatkan kepastian waktu sehingga dapat 
memperkirakan waktu tempuh dalam bepergian. BST Koridor 2 
memiliki waktu tempuh selama satu jam dalam satu kali trip 
(Terminal Kartasura – Terminal Palur). Waktu tempuh yang ideal ini 
memerlukan dukungan infrastruktur, seperti teknologi. Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta sempat 
mengeluarkan wacana akan dikembangkannya system bus priority, 
yaitu suatu sistem pemberian prioritas pada lampu lalu lintas bagi bus 
BRT yang sedang pada jalur trayek. Sistem tersebut bertujuan untuk 
mempersingkat waktu tempuh BST yang sering terhambat oleh 
rambu-rambu lalu lintas (lampu merah) di persimpangan. Cara kerja 
sistem ini yaitu bekerja secara otomatis ketika BST mendekati 
persimpangan, dengan menyalakan lampu hijau untuk armada 
angkutan umum massal tersebut. 
Pada keadaan dimana arus bus tidak sesuai dengan alokasi pada 
jalur yang ada baik itu kontra maupun searah, prioritas untuk bus pada 
persimpangan bersinyal dengan mengadaptasi waktu dan fase sinyal 
untuk menghilangkan tundaan bagi bus yang mendekat. Ini dapat 
dilakukan dengan membuat kedatangan bus berinteraksi dengan 
kontrol sinyal secara otomatis atau dengan menyesuaikan waktu sinyal 
dengan estimasi waktu kedatangan bus. 
Interaksi antara bus dengan sinyal dapat diatur dengan 
menempatkan radio transmitter pada bus dan detector pada sinyal lalu 
lintas atau pada saat mendekati. Saat bus yang mendekat terdeteksi, 
fase sinyal akan menyesuaikan bahwa fase lampu hijau tidak akan 
selesai hingga bus melewati persimpangan atau jika fase lampu merah 
pada saat bus mendekati maka akan segera berganti menjadi fase 
lampu hijau. 
Penerapan system bus priority pada kenyataannya tidak berjalan 
seperti yang diharapkan. Justru dalam operasionalisasinya, BRT hanya 
di fasilitasi dengan prasaranajalur khusus bus, halte (shelter), dan 
lantai boarding dengan sistem high-floor. Sebagian besar pengguna 
jasa angkutan bus BST, mengatakan bahwa perbedaan antara BST 
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dengan angkutan umum lainnya yaitu bahwa BST didesain menurut 
kebutuhan pengguna baik itu kenyamanan, keselamatan, kecepatan, 
dan biaya. Walaupun demikian, tidak dipungkiri bahwa ada beberapa 
aspek yang belum terpenuhi, yang kemudian pada akhirnya para 
pengguna BST berharap agar pihak perusahaan dapat segera 
memperbaiki kekurang-kekurangan tersebut. 
Pihak pengelola bus BST; PT. Bengawan Solo Trans, juga 
memiliki aturan-aturan khusus dalam rekruitmen calon supir bus, 
salah satunya berkenaan dengan kriteria usia maksimal. Batas 
maksimal usia calon pengemudi bus BST adalah 35 (tigapuluh lima) 
tahun. Hal ini juga berkaitan terhadap keamanan, keselamatan, dan 
kenyamanan penumpang, mengingat bahwa pengemudi selaku 
operator utama yang menjalankan bus juga menjadi salah satu faktor 
terpenuhinya hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. Kesehatan, 
kesiapan, keterampilan, serta legalitas pengemudi juga menjadi 
perhatian khusus bagi pihak pengelola. Oleh karena itu, pihak 
pengelola BST menerapkan sistem rolling (pergantian tugas), baik 
bagi pengemudi maupun bagi pramugari/pramugara bus. Sistem 
rolling yang diterapkan pada bus BST yakni dengan cara 
mempekerjakan pengemudi dan pramugari/pramugara dalam 4 
(empat) hari kerja, dengan 1 (satu) hari libur. Dalam satu unit armada 
bus, pengemudi dan pramugari/pramugara juga selalu di rolling  
dengan unit yang lain setiap 4 (empat) hari sekali. Sedangkan untuk 
syarat umum bagi calon pengemudi bus adalah legalitas atau 
kepemilikan surat izin mengemudi sebagai persyaratan mendasar bagi 
pengemudi. Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 77 ayat (1) UULLAJ 
yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi 
sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. 
Pengguna bus BST rata-rata adalah pelajar dan pekerja kantoran. 
Jumlah penumpang akan melebihi batas maksimal pada waktu pagi 
dan siang hari saja, khususnya pada saat jam berangkat dan pulang 
sekolah. Dalam setiap unit bus BST Koridor 2, kursi penumpang 
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hanya disediakan sebanyak 28 kursi saja. Meskipun demikian, ketika 
terjadi peningkatan jumlah penumpang di halte-halte pemberhentian, 
maka penumpang tetap diijinkan naik dengan resiko ketika kursi telah 
penuh penumpang harus berdiri. 
Selain fasilitas 28 kursi penumpang yang disediakan, bus BST 
juga memiliki daftar inventarisasi perlengkapan bus sebagai fasilitas 
bagi pemenuhan keamanan dan kenyamanan penumpang. Fasilitas 
tersebut antara lain adalah : 
a. Tiga buah camera CCTV, yang letaknya dua buah di bagian depan 
bus (mengarah ke sisi luar bus dan ke sisi dalam), dan satu di 
bagian ujung paling belakang dalam bus; 
b. Alat kebersihan, seperti : sapu, tempat sampah, kemoceng, kanebo, 
pengki, pengharum ruangan, kain lap, dan serap glass; 
c. Alat-alat perbaikan, seperti : dongkrak, stang dongkrak, kunci roda, 
ban cadangan, dan stang ban cadangan); 
d. Kotak P3K; 
e. Tabung pemadam kebakaran mini; 
f. Segitiga pengaman reflector; 
g. Tape; 
h. Televisi layar datar; 
i. AC; 
j. Handle hand sepanjang sisi atas atap bus yang fungsinya untuk 
pegangan bagi penumpang yang berdiri; 
k. Alat pemecah kaca; 
l. Pintu darurat; 
m. Kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, dan penyandang cacat; 
n. BRI Link, fungsinya adalah untuk mempermudah penumpang yang 
menghendaki pembayaran autodebetmelalui ATM; 
o. Bus Ventilator, biasanya terletak di atas langit-langit bus; 
p. GPS online, fungsinya untuk pemantauan langsung dari pihak 
pengelola guna mengatur laju kecepatan bus. 
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Menurut laman resmi wikibooks (id.wikibooks.org), terdapat 
beberapa aspek penting dalam desain bus BRT, yaitu diantaranya 
adalah : 
a. Prasarana jalur khusus bus 
1) Daya dukung prasarana yang digunakan harus mampu untuk 
menampung bus yang penuh dengan penumpang, dan bisa 
mencapai lebih dari 10 ton per sumbu; 
2) Lebar lajur sekurang-kurangnya 3 meter dan disarankan paling 
tidak 3,5 meter; 
3) Jarak antar tempat perhentian sekitar 500 meter di pusat kota 
dan 1.000 meter di pinggir kota; 
4) Jumlah lajur disesuaikan dengan sistem pelayanan, bila ada 
pelayanan dengan jumlah berhenti terbatas (express) pada 
tempat perhentian diberikan dua buah lajur untuk mendahului 
bus yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang. 
b. Tempat pemberhentian bus atau shelter 
1) Untuk mempercepat proses naik turun penumpang, langkah 
yang dilakukan adalah dengan menyamakan tinggi platform 
tempat perhentian dengan lantai bus; 
2) Jumlah pintu bus yang banyak; 
3) Akses ke tempat perhentian yang sedemikian rupa, sehingga 
memungkinkan penderita cacat untuk naik dan turun bus; 
4) Tempat penjualan tiket; 
5) Apabila jumlah penumpang yang naik dan turun banyak, perlu 
dilengkapi dengan toilet; 
6) Apabila jumlah rute yang melalui tempat perhentian lebih dari 
satu, maka sebaiknya dipisahkan tempat naik turun bus 
menurut rute yang dilalui. 
c. Sarana jalur khusus bus 
Bus yang digunakan perlu disesuaikan dengan demand, yaitu 
dengan syarat : 
1) Untuk demand kecil disarankan untuk menggunakan bus besar 
biasa dengan panjang 10 meter; 
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2) Untuk demand sedang digunakan bus tempel (articulated bus) 
dengan panjang 17,5 meter; 
3) Untuk demand besar digunakan bis tempel ganda (biartiulated 
bus) dengan panjang 24 meter; 
4) Langkah yang bisa dilakukan lagi untuk meningkatkan 
kapasitas angkut adalah dengan menggunakan bus dengan 
lebar 3 meter. 
2. Perlindungan Atas Hak Keselamatan Konsumen 
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah 
konsumen menurut UU Perlidungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 
menyatakan, bahwa konsumen adalah setiap masyarakat, baik bagi 
kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 
dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen diartikan tidak hanya 
individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli 
atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik disini, konsumen tidak 
harus terikat dalam hubungan jual beli sehingga dengan sendirinya 
konsumen tidak identik dengan pembeli. Di Indonesia, kesadaran 
konsumen akan haknya yang masih rendah, menjadi faktor utama 
kelemahan konsumen. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya 
pendidikan konsumen. Oleh karena itu,UU Perlidungan Konsumen 
dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan 
lembaga –lembaga perlindungan konsumen  terkait. 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, 
yaitu : 
a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnyabagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan; 
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelakuusaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil; 
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c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan 
pemerintah dalam arti materiil ataupunspiritual; 
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan perlindungankonsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. 
Perlindungan atas hak keselamatan konsumen khususnya dalam 
hal ini pengguna jasa angkutan bus Batik Solo Trans (BST), dapat 
ditelaah melalui beberapa unsur, yaitu : 
a. Unsur Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia yang dimaksutkan adalah pengemudi 
yang mengoperasionalkan bus Batik Solo Trans, beserta 
pramugari/pramugara yang berlaku sebagai kondektur bus. 
Terdapat kualifikasi khusus terkait penerimaan pengemudi bus 
sebagai operator tunggal dalam masing-masing unit armada bus. Di 
antara kualifikasi tersebut adalah : 
1) Laki-laki; 
2) Berpengalaman (lebih diutamakan); 
3) Usia maksimal calon pengemudi bus adalah 35 (tigapuluh lima) 
tahun; dan 
4) Legalitas atau Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM B1 – 
Umum); 
Sedangkan syarat/kualifikasi khusus bagi pramugari/pramugara 
bus adalah sebagai berikut : 
1) Laki-laki atau perempuan; 
2) Belum menikah; 
3) Usia maksimal 25 (duapuluh lima) tahun; 
4) Berpengalaman (lebih diutamakan); dan 
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5) Pendidikan SMA/SMK Sederajat; 
b. Unsur Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana sebagai faktor terwujudnya keselamatan 
konsumen sebagai pengguna jasa, adalah salah satu unsur yang 
harus diperhatikan. Sarana dan prasarana dalam bus Batik Solo 
Trans dijabarkan sebagai berikut : 
1) Prasarana jalur khusus bus di sepanjang koridor trayek, yakni 
Koridor 1 rute via Bandara Adi Soemarmo hingga Terminal 
Palur, dan Koridor 2 rute via Terminal Kartasura hingga 
Terminal Palur. 
2) Halte tempat pemberhentian bus atau shelter, yang bertujuan 
untuk mempercepat proses naik dan turunnya penumpang. Halte 
(shelter) bus Batik Solo Trans, tinggi platform-nya disamakan 
antara tempat pemberhentian bus dengan lantai bus (yang mana 
menggunakan sistem high-floor). Namun peneliti menemukan, 
pada beberapa titik halte (shelter) bus BST, terdapat sarana yang 
tidak layak atau bahkan rusak. Contohnya pada halte-halte bus 
BST di luar Kota Solo (pinggiran kota memasuki kawasan 
Kabupaten Sukoharjo atau kawasan Kartasura), banyak halte 
yang sudah tidak layak, rusak, dan keropos di beberapa sisi 
(terutama pada bagian pegangan untuk naik tangga). Selain itu, 
jumlah shelter yang masih terhitung minim, jaraknya jauh antara 
halte yang satu dengan halte lainnya. Sehingga kepentingan 
konsumen kurang diperhatikan, termasuk kepentingan bagi 
konsumen atau pengguna khusus seperti lansia, ibu hamil, dan 
penyandang cacat yang ingin memanfaatkan fasilitas di ruang 
publik berupa angkutan umum ini. 
3) Inventarisasi atau fasilitas dalam setiap unit armada bus Batik 
Solo Trans, yang diantaranya adalah AC, TV, alat-alat 
kebersihan, alat-alat perbaikan (seperti : dongkrak, stang 
dongkrak, kunci roda, ban cadangan, dan stang ban cadangan), 
Kotak P3K, segitiga pengaman reflector, handle hand (untuk 
pegangan bagi penumpang yang berdiri, kursi prioritas 
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(ditujukan bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang cacat), bus 
ventilator, GPS online (untuk pemantauan langsung dari pihak 
pengelola guna mengatur laju kecepatan bus), dan fasilitas BRI 
Link untuk mempermudah penumpang yang menghendaki 
pembayaran tiket secara autodebet melalui ATM. 
4) Peralatan keamanan dalam bus, diantaranya adalah camera 
CCTV (sebagai pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa), 
tabung pemadam kebakaran, alat pemecah kaca, dan pintu 
darurat. 
c. Unsur Ketepatan Jadwal Waktu Trayek 
Bus Batik Solo Trans (BST) merupakan jasa angkutan dengan 
sistem trayek, yang mana dalam pengoperasiannyadiatur dalam 
jadwal waktu trayek. Operasional bus BST ditetapkan oleh pihak 
pengelola untuk waktu jeda (headway) antar unit armada bus satu 
dengan yang lainnya selama 7 (tujuh) menit. Hal ini bertujuan 
untuk terwujudnya kenyamanan penumpang sebagai pengguna 
jasa, dan agar calon penumpang mendapatkan kepastian waktu 
sehingga dapat memperkirakan waktu tempuh ketika ingin 
bepergian. Namun demikian, dalam penelitian di lapangan 
ditemukan terjadinya beberapa keterlambatan terkait dengan jadwal 
waktu tiba bus pada beberapa halte bus BST di Koridor 2. Bus BST 
Koridor 2 memiliki waktu tempuh selama satu jam dalam satu kali 
trip (Terminal Kartasura sampai dengan Terminal Palur). 
Kemacetan seringkali menjadi faktor utama penyebab 
keterlambatan waktu tiba bus.  
Berdasarkan unsur-unsur diatas, kemudian pengelola jasa yakni 
pihak PT. Bengawan Solo Trans dituntut untuk tidak hanya sekedar 
menyediakan fasilitas-fasilitas di dalam armada bus saja tetapi juga 
memperbaiki kualitas jasanya dengan selalu memperhatikan apa yang 
menjadi kebutuhan dan harapan dari penumpang pengguna jasa bus 
BST. Sehingga para pengguna jasa merasa terpuaskan dengan jasa dan 
pelayanan yang diberikan, dan merasa terpenuhi hak keselamatannya 
sebagai konsumen pengguna jasa. Karena salah satu faktor yang 
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menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan penyedia 
jasa adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan 
kepada pelanggan (konsumen). 
Peningkatan kualitas pelayanan yang semakin diperbaiki akan 
berpengaruh juga terhadap peningkatan kepuasan yang dirasakan oleh 
pengguna jasa. Oleh karena itu, kenyamanan calon penumpang bus 
BST atas jaminan keselamatan dan keamanan serta fasilitas-fasilitas 
yang tersedia dan memadai di dalam armada bus juga besar 
pengaruhnya. Setiap calon penumpang pasti mengharapkan 
terlindunginya keselamatan dan keamanan dirinya dari gangguan 
apapun selama pemanfaatan fasilitas jasa. Gangguan yang dimaksut 
terkait dengan masalah keamanan yang berhubungan dengan isu sosial 
seperti bahaya copet, penodong, pengemis yang memaksa atau 
ancaman verbal, dan lain-lain. Dalam hal ini, bus BST terhindar dari 
jangkauan gangguan-gangguan sosial tersebut mengingat ketatnya 
sistem keamanan di dalam bus yang disertai tiga buah camera CCTV 
yang dipantau langsung dari kantor pusat pengelola. 
Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar 
penyelenggaraan transportasi, yang mana prinsip dasar transportasi 
adalah Safety and Security, Efficiency dan Equity (SEE). Di Indonesia, 
prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di 
lapangan. Di dalam UULLAJ Pasal 138 ayat (1), dijelaskan mengenai 
kebutuhan akan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan umum yang 
berbunyi sebagai berikut, Angkutan umum diselengggarakan dalam 
upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, 
dan terjangkau. Hal tersebut juga diatur kembali dalam Pasal 94 PP 
Nomor 74 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Perusahaan 
angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan 
menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan 
berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan 
angkutan jalan (disingkat RUNK Jalan). RUNK Jalan ini menjadi 
acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menjabarkan langkah-langkah 
penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras. 
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Penyusunan RUNK Jalan ini menggunakan 5 (lima) pilar keselamatan 
jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang 
berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna 
jalan yang berkeselamatan dan penanganan korban pasca kecelakaan. 
Selain itu, keselamatan konsumen sebagai pengguna jasa 
angkutan umum menjadi penting dan lebih diutamakan, mengingat 
keselamatan dan rasa aman adalah kebutuhan yang diharapkan oleh 
para penumpang dalam pemanfaataannya terhadap fasilitas publik. Di 
dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan (selanjutnya akan disebut Perda Kota 
Surakarta Nomor 1 Tahun 2013), dijelaskan pada Pasal 1 Angka 43, 
44, 45, dan 46 secara berurutan mengenai pengertian keamanan, 
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 
Pada Pasal 1 Angka 43 dijabarkan mengenai keamanan lalu lintas dan 
angkutan jalan, yang diartikan sebagai suatu keadaan terbebasnya 
setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan 
melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. 
Selanjutnya pada Angka 44 dijabarkan bahwa keselamatan lalu 
lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap 
orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan 
oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban lalu 
lintas dan angkutan umum djelaskan pada angka 45 sebagai suatu 
keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan 
hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Dan yang terakhir 
dijelaskan pada Angka 46 , bahwa kelancaran lalu lintas dan angkutan 
jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan 
yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 
Adanya peraturan tentang perlindungan konsumen bukan hanya 
dimaksudkan untuk melindungi dan menciptakan rasa aman para 
konsumen, akan tetapi juga ditujukan untuk para penyedia pelayanan 
barang dan/atau jasa untuk masing-masing memiliki standarisasi 
minimum pelayanan dalam memperlakukan calon konsumen atau 
penumpangnya. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 
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Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan 
Orang dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek, yang diubah 
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015, standar 
pelayanan minimum tersebut mencakup sejumlah aspek, seperti 
keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan 
keteraturan. 
Para pengguna jasa angkutan umum berhak untuk mendapatkan 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap jasa yang 
ditawarkan kepadanya. Hak untuk mendapat kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan ini penting ditempatkan pada kedudukan yang utama 
karena pengguna jasa (penumpang) adalah pihak yang wajib berhati-
hati. Kenyamanan merupakan hal penting dalam pelayanan 
dikarenakan apabila konsumen merasa nyaman dengan fasilitas 
maupun pelayanan dari jasa secara otomatis konsumen akan menilai 
baik dan kembali memanfaatkan jasa tersebut. 
 
B. Kendala Dalam Pelaksanan Perlindungan Bagi Pengguna Jasa 
Angkutan Bus Batik Solo Trans (BST) Atas Hak Keselamatan 
Konsumen 
1. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan oleh 
Bus Batik Solo Trans (BST) 
Menurut Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2014, angkutan 
umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan 
orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. 
Namun dalam suatu sistem pelayanan yang sudah dibuat oleh pihak 
pelaku usaha atau perusahaan angkutan umum khususnya dalam hal 
ini PT. Bengawan Solo Trans, segala pelayanan, fasilitas, dan upaya 
perlindungan konsumen yang diatur dan dilaksanakan sedemikian 
rupa dengan semaksimal mungkin, masih dimungkinkan adanya celah 
ataupun kekurangan di dalamnya atau secara keseluruhan  terlihat 
belum maksimal. Pelayanan bagi penumpang baik berupa fasilitas 
fisik maupun keteraturan sistem trayek, masih saja mengalami 
beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kesiapan baik sarana 
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prasarana maupun sumber daya manusia yang sudah terlatih bukan 
menjadi satu-satunya faktor utama keberhasilan pelayanan yang 
diberikan kepada pengguna jasa atau penumpang. Dalam hal ini 
penulis selama melakukan penelitian di lapangan masih menemukan 
adanya beberapa hambatan untuk tercapainya hak atas keselamatan 
penumpang. Oleh karenanya, diperlukan adanya aspek pendukung 
keberhasilan pelayanan atas hak kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan penumpang bus BST. 
Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi  pihak PT. Bengawan 
Solo Trans dari hasil observasi penulis, dalam hal pelaksanaan 
perlindungan bagi pengguna jasa angkutan bus BST atas hak 
keselamatan konsumen ditinjau dari UU Perlidungan Konsumen, yaitu 
antara lain sebagai berikut : 
a. Faktor hukum atau aturan yang berlaku 
Dalam hal ini, yang dimaksut adalah aturan-aturan yang 
diberlakukan oleh pihak pengelola baik bagi pengemudi dan 
pramugari/pramugara, maupun bagi konsumen sebagai pengguna 
jasa angkutan umum di ruang publik. Pihak pengelola bus BST 
yakni PT. Bengawan Solo Trans sudah berusaha semaksimal 
mungkin untuk mewujudkan harapan penumpang agar 
terlindunginya hak-hak pengguna, khususnya hak atas keselamatan 
konsumen. Pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa angkutan 
umum bus BST atas hak keselamatan konsumen, diwujudkan 
dengan dibentuknya peraturan-peraturan yang mengikat baik yang 
ditujukan kepada pengemudi bus maupun kepada 
pramugari/pramugara. Beberapa peraturan tersebut diantaranya 
peraturan mengenai waktu jeda (headway) antar unit armada bus 
satu dengan yang lainnya, peraturan mengenai kecepatan laju bus, 
dan peraturan mengenai penaikan dan penurunan penumpang. 
Peraturan-peraturan tersebut terikat oleh sanksi tegas yang akan 
diberlakukan kepada seluruh pengemudi maupun 
pramugari/pramugara yang melanggar. Pelanggaran yang dilakukan 
beresiko dikeluarkannya Surat Peringatan (SP) kepada pihak yang 
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bersangkutan. Pelanggaran yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali 
berturut-turut, hanya dilakukan melalui peringatan tertulis saja, 
namun pada pelanggaran selanjutnya akan diberi sanksi tegas 
hingga ancaman pemecatan. 
Faktor hukum atau aturan yang berlaku bagi pengguna jasa 
angkutan bus BST, berkaitan dengan sistem kebijakan dari pihak 
pengelola sudah diatur dan dilaksanakan, walaupun pada 
prakteknya aturan-aturan tersebut masih lemah dan kurang tegas 
khususnya terkait kedisplinan dan sanksi bagi pengemudi maupun 
pramugari/pramugara yang bertugas pada setiap unit armada bus 
BST. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya para penumpang 
sebagai pengguna jasa ikut mendukung berjalannya sistem 
pelayanan demi terpenuhinya hak atas keselamatan dan keamanan 
bersama. Dikutip dari pernyataan salah seorang pengemudi bus 
BST Koridor 2, Bapak Sabar (Wawancara tanggal 30 Maret 2017 
pukul 13.30 WIB), pengaturan mengenai penaikkan dan penurunan 
penumpang menyebutkan bahwa, penumpang sebagai pengguna 
jasa bus BST hanya diperbolehkan menunggu kedatangan bus di 
halte (shelter) pemberhentian khusus bus BST saja. Hal ini selain 
sebagai upaya melindungi keselamatan konsumen, juga sebagai 
pemenuhan kebutuhan bus yang mana lantai boarding 
menggunakan sistem high-floor. Dengan lantai boarding 
menggunakan sistem high-floor itu artinya penumpang hanya bisa 
naik melalui halte-halte BST yang telah disediakan, mengingat 
pintu keluar masuk penumpang sangat tinggi jangkauannya dari 
permukaan jalan. 
Namun dengan diberlakukannya sistem high-floor ini, masih 
saja ada penumpang yang memaksakan diri untuk naik ke dalam 
bus diluar halte-halte (shelter) bus BST. Beberapa diantaranya 
justru berlarian mengejar bus ketika sedang berhenti di 
persimpangan atau pada saat bus terjebak lampu merah. 
Berdasarkan hal tersebut, akhirnya pihak pengemudi maupun 
pramugari/pramugara terpaksa membuka pintu di bagian depan 
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yang lantai boarding nya lebih rendah. Tindakan penumpang 
sebagai pengguna jasa yang tidak mendukung sistem aturan bus 
demikian ini, yang kemudian menjadi salah satu faktor yang 
menghambat upaya pelaksanaan perlindungan atas hak keselamatan 
konsumen. 
Pada pengaturan mengenai penaikkan dan penurunan 
penumpang, penulis memperhatikan pula kelayakan halte-halte 
tempat naik dan turunnya penumpang. Ketika penulis melakukan 
penelitian secara menyeluruh terhadap kelayakan halte bus (shelter 
BST), ternyata ditemukan beberapa kekurangan yang menghambat 
terpenuhinya hak-hak keselamatan konsumen, yaitu salah satunya 
mengenai Halte (shelter) bus BST diluar Kota Surakarta (pinggiran 
kota memasuki kawasan Kabupaten Sukoharjo atau kawasan 
Kartasura) yang jauh dari kriteria layak dan hanya dibuat seadanya. 
Hal ini dibuktikan dengan tangga sebagai fasilitas bus dengan 
sistem high-floor hanya dibuat satu sisi, dan tidak tersedianya jalur 
khusus untuk penyandang cacat yang ingin menikmati jasa 
angkutan bus BST (khususnya penumpang dari luar Kota 
Surakartayang berada di pinggiran kota kawasan Kabupaten 
Sukoharjo dan Kartasura). Tangga halte sebagai sarana naik dan 
turun penumpang hanya dibuat selebar satu jalur orang dewasa 
saja, sehingga ketika terjadi sirkulasi penumpang (penumpang yang 
naik dan penumpang yang turun) harus bergantian satu per satu, 
karena jika berbarengan maka dimungkinkan akan terjatuh ke 
bawah. 
b. Faktor petugas (aparat) pengemudi bus dan pramugari/pramugara 
Adapun faktor yang berasal dari petugas (aparat) pengemudi 
dan pramugari/pramugara selama menjalankan trayek tersebut 
adalah : 
1) Ketika bus berada di luar Kota Surakarta (pinggiran kota 
memasuki kawasan Kabupaten Sukoharjo atau kawasan 
Kartasura), penulis menemukan bahwa pengemudi bus dan 
pramugari/pramugara bebas menaikkan dan menurunkan 
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penumpang dimanapun meskipun tidak pada halte BST yang 
disediakan. Hal ini dapat dilakukan karena baik pengemudi 
maupun pramugari/pramugara tidak mendapatkan teguran dari 
pengelola, selama pelanggaran tersebut hanya dilakukan diluar 
kawasan Kota Surakarta (pinggiran kota memasuki kawasan 
Kabupaten Sukoharjo dan Kartasura) saja. 
2) Menaikkan penumpang pada keadaan kapasitas bus yang 
sudah melebihi batas maksimal. Penulis menemukan kelalaian 
pengemudi dan pramugari/pramugara di lapangan, yang 
memaksakan menaikkan penumpang meskipun kapasitas bus 
sudah penuh melebihi batas maksimal. Pada dasarnya, pada 
setiap unit armada bus BST, terdapat 28 kursi penumpang yang 
itu artinya pengemudi maupun pramugari/pramugara hanya 
boleh menaikkan penumpang sejumlah itu saja. Namun pada 
prakteknya, justru terkadang pengemudi dan 
pramugari/pramugara memaksakan menaikkan penumpang 
dalam keadaan penuh berdesakan, berdalih dengan alasan agar 
dapat memenuhi kebutuhan pengangkutan penumpang yang 
sudah lama menunggu di halte. Bahkan diakui salah seorang 
pengemudi bus BST Koridor 2, yakni Bapak Sabar 
(Wawancara tanggal 30 Maret 2017 pukul 13.30 WIB) bahwa 
sempat menaikkan penumpang hingga melebihi muatan 
kapasitas maksimal sampai pintu keluar masuk penumpang 
tidak dapat ditutup karena terlalu penuh. Hal ini jelas 
melanggar hak-hak keselamatan konsumen sebagai pengguna 
yang berharap dilindungi keamanan dan keselamatannya 
selama menikmati jasa. 
c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 
Sarana dan fasilitas yang mendukung terlaksananya 
perlindungan bagi konsumen pengguna jasa bus BST, juga dapat 
menjadi faktor penghambat terlaksananya perlindungan bagi 
konsumen sebagai pengguna jasa bus BST. Faktor sarana dan 
fasilitas yang mendukung tersebut diantaranya adalah : 
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1) Kondisi pintu akses naik dan turun menggangu keamanan para 
penumpang. Berdasarkan observasi penulis, kondisi pintu bus 
BST yang digunakan sebagai keluar masuknya penumpang 
operasionalnya dikendalikan langsung oleh pengemudi melalui 
tombol di pusat kendali. Menurut pengamatan penulis, 
kelalaian pengemudi yang kadang dijumpai terlambat dalam 
membuka maupun menutup pintu, menjadi faktor yang 
menghambat terpenuhinya perlindungan atas hak keselamatan 
bagi pengguna jasa. Pengemudi terkadang lalai setelah 
menaikkan atau menurunkan penumpang, bus yang sudah 
berjalan meninggalkan halte pintunya tidak kembali ditutup 
oleh pengemudi. Hal ini sangat beresiko terhadap keselamatan 
penumpang terutama bagi penumpang yang tidak mendapat 
kursi (berdiri). Selain itu, sirkulasi keluar dan masuknya 
penumpang kurang teratur, sehingga mengganggu kenyamanan 
pengguna. Dari hasil observasi penulis, pada bus BST 
penumpang yang akan turun tidak diprioritaskan terlebih 
dahulu, mengingat bahwa pintu penumpang tersebut 
merupakan satu-satunya akses bagi penumpang yang akan 
keluar dan masuk. Penumpang yang akan turun seharusnya 
didahulukan, setelah itu kemudian baru mempersilahkan 
penumpang yang akan naik setelah seluruh penumpang yang 
turun sudah habis. 
2) Halte tempat pemberhentian bus atau shelter, yang bertujuan 
untuk mempercepat proses naik dan turunnya penumpang. 
Halte (shelter) bus Batik Solo Trans, tinggi platform-nya 
disamakan antara tempat pemberhentian bus dengan lantai bus 
(yang mana menggunakan sistem high-floor). Namun peneliti 
menemukan, pada beberapa titik halte (shelter) bus BST, 
terdapat sarana yang tidak layak atau bahkan rusak. Contohnya 
pada halte-halte bus BST di luar Kota Solo (pinggiran kota 
memasuki kawasan Kabupaten Sukoharjo atau kawasan 
Kartasura), banyak halte yang sudah tidak layak, rusak, dan 
44 
 
 
 
keropos di beberapa sisi (terutama pada bagian pegangan untuk 
naik tangga). Selain itu, jumlah shelter yang masih terhitung 
minim, jaraknya jauh antara halte yang satu dengan halte 
lainnya. Sehingga kepentingan konsumen kurang diperhatikan, 
termasuk kepentingan bagi konsumen atau pengguna khusus 
seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang cacat yang ingin 
memanfaatkan fasilitas di ruang publik berupa angkutan umum 
ini. 
3) Inventarisasi atau fasilitas dalam setiap unit armada bus Batik 
Solo Trans, yang diantaranya adalah AC, TV, alat-alat 
kebersihan, alat-alat perbaikan (seperti : dongkrak, stang 
dongkrak, kunci roda, ban cadangan, dan stang ban cadangan), 
Kotak P3K, segitiga pengaman reflector, handle hand (untuk 
pegangan bagi penumpang yang berdiri, kursi prioritas 
(ditujukan bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang cacat), bus 
ventilator, GPS online (untuk pemantauan langsung dari pihak 
pengelola guna mengatur laju kecepatan bus), dan fasilitas BRI 
Link untuk mempermudah penumpang yang menghendaki 
pembayaran tiket secara autodebet melalui ATM. 
4) Peralatan keamanan dalam bus, diantaranya adalah camera 
CCTV (sebagai pelaksanaan perlindungan bagi pengguna 
jasa), tabung pemadam kebakaran, alat pemecah kaca, dan 
pintu darurat. 
Upaya perbaikan infrastruktur dan sistem pelayanan bus BST 
yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan 
para penggunanya tersebut, tentunya membutuhkan dukungan dana 
yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud mencakup 
penyempurnaan halte (shelter), peningkatan pelayanan fasilitas 
dalam armada bus, dan perbaikan sistem trayek seperti 
pengimplementasian system bus priority. 
Beragam upaya ekonomi digunakan untuk mendorong 
terbentuknya sistem transportasi massal yang efisien. Di Kota 
Surakarta sendiri, permasalahan terjadi pada kurangnya subsidi dari 
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pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bus BST sebagai 
angkutan umum massal yang mulai banyak diminati masyarakat. 
Menurut anggapan penulis, pemerintah kurang berani memberikan 
subsidi dalam jumlah besar kepada pengelola bus, untuk 
mewujudkan pemeliharaan bus supaya mampu memberikan 
pelayanan yang maksimal demi melindungi hak-hak keselamatan 
konsumen.Karena skala bantuan pemerintah hanya disesuaikan 
dengan kondisi potensi daerah dan keuangan pemerintah saja. 
Apabila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya yang 
juga memiliki BRT (Bus Rapid Transit), Kota Surakarta masih 
sangat jauh dibawah rata-rata. Dimulai dari sistem pembayaran 
tiket, pengelolaan halte bus, hingga unit pengelola bus yang 
berbeda antara Koridor 1 dengan Koridor 2. Selama penelitian di 
lapangan, penulis menemukan banyak hal yang berbeda mengenai 
sistem pengelolaan yang diterapkan di Kota Surakarta dengan 
sistem pengelolaan bus BRT di kota-kota besar lainnya. Sistem 
pengelolaan bus BST di Kota Surakarta terkesan lebih rumit dan 
tidak efisien. 
Keterbatasan dana ini pada akhirnya bermuara pada 
terlantarnya hak-hak keselamatan penumpang. Dikatakan 
demikian, karena untuk mewujudkan perlindungan maksimal 
terhadap keselamatan pengguna jasa angkutan bus BST, diperlukan 
fasilitas dan dukungan sistem yang memadai. Sedangkan biaya 
yang dibutuhkan untuk pemenuhan hal-hal pendukung tersebut, 
tidaklah sedikit. Faktor ini juga cukup penting dan patut 
digarisbawahi oleh pihak pemerintah. 
d. Faktor masyarakat 
Faktor lainnya yang menghambat pelaksanaan perlindungan 
bagi konsumen sebagai pengguna jasa angkutan bus BST adalah 
faktor masyarakat. Kurangnya masukan kritik, saran maupun 
pendapat dari masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa 
angkutan umum, sehingga masyarakat atau dalam hal ini 
penumpang bus BST dinilai kurang aktif dalam memberi masukan 
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sebagai rujukan kebijakan yang dapat dibentuk guna meningkatkan 
pelayanan dan perlindungan konsumen. Berdasarkan data 
observasi, yang menjadi salah satu permasalahan yang 
menghambat pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa 
angkutan bus BST atas hak keselamatan konsumen adalah kurang 
aktifnya penumpang dalam hal memberikan masukan bagi pihak 
pengelola bus sebagai bahan peningkatan pelayanan berupa 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Melihat salah satu faktor 
tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor ini termasuk dalam 
indikator pola hubungan yang memberi kesempatan para 
penumpang memberikan sarannya untuk peningkatan pelayanan itu 
sendiri. Kurang aktifnya penumpang dalam memberikan masukan 
sebagai rujukan pembentukan suatu kebijakan justru menunjukkan 
bahwa belum terbentuk suatu pola komunikasi yang baik yang 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 
Selanjutnya, faktor masyarakat dapat dikatakan sebagai salah 
satu penghambat, karena masyarakat bukan pengguna jasa 
angkutan bus BST yang dengan kata lain merupakan pengguna 
kendaraan bermotor pribadi, dinilai juga menjadi hambatan dalam 
pelayanan maksimal yang diupayakan oleh pihak pengelola. 
Berdasarkan UULLAJ yang dimaksud dengan angkutan 
massal berbasis jalan adalah suatu sistem angkutan yang 
menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi 
sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang 
bersifat massal. Bus BST yang merupakan angkutan umum massal 
berbasis jalan dalam trayek, memiliki jalur khusus bus sepanjang 
koridornya. Salah satu metode untuk membebaskan bus dari 
kemacetan jalan adalah dengan menyediakan fasilitas khusus, dan 
memisahkan bus dari lalu lintas umum atau dengan kata lain 
pengadaan jalur khusus bus. 
Di Kota Surakarta, bus BST sudah memiliki jalur khusus di 
sepanjang trayek koridornya. Untuk membedakan jalur khusus bus 
dengan jalur kendaraan umum lainnya, dibuat marka garis jalan 
47 
 
 
 
berwarna kuning. Permasalahan yang terjadi adalah ketika 
masyarakat bukan pengguna jasa BST yang menggunakan fasilitas 
kendaraan pribadi, justru parkir sembarangan di dalam jaringan 
jalur khusus bus yang bermarka garis kuning. 
Di dalam UULLAJ, telah dibedakan secara jelas pengertian 
antara kegiatan parkir dan berhenti. Pada Pasal 1 Angka 15, 
kegiatan parkir diartikan dengan keadaan kendaraan berhenti atau 
tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya. Sedangkan di pasal yang sama pada Angka 16, 
kegiatan berhenti diartikan sebagai keadaan kendaraan tidak 
bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 
Berdasarkan pengertian tersebut, menjelaskan bahwa kegiatan 
parkir berarti kendaraan dalam keadaan berhenti dan ditinggalkan 
oleh pemiliknya di suatu area/tempat tertentu. 
Kendaraan pribadi yang diparkirkan pada area jalur khusus 
bus, akan menimbulkan permasalahan baru yang dapat 
menghambat pelaksanaan perlindungan konsumen. Ketika 
kendaraan yang diparkir berada tepat di area halte (shelter) BST, 
yang mana dijadikan sebagai tempat menaikkan dan menurunkan 
penumpang, maka akan menghalangi kepentingan di ruang publik. 
Baik penumpang yang akan naik maupun turun bus BST dengan 
lantai boarding sistem high-floor, akan sangat terganggu 
kepentingannya. Hal ini juga menjadi sangat berbahaya ketika 
penumpang kemudian harus naik maupun turun tidak tepat pada 
halte yang tersedia. 
Kemudian faktor dari luar lainnya adalah, dibangunnya 
sistem lajur bus berlawanan arus (contra-flow bus lanes) di 
sepanjang Jalan Slamet Riyadi di Kota Surakarta, yang mana 
lajurnya bersebelahan langsung dengan railbus Batara Kresna 
jurusan Solo-Wonogiri. Railbus Batara Kresna berada di jalur 
utama dalam kota (terletak di tengah pusat kota), berdampingan 
dengan jalur bus BST berlawanan arus(contra-flow). Hal ini sudah 
pasti sangat beresiko terhadap keamanan perjalanan bus BST. 
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Seperti peristiwa yang pernah terjadi, kecelakaan antara bus BST 
dan railbus Batara Kresna. 
Dilansir dari berita online (news.okezone.com), pada tanggal 
16 Juli 2016 lalu sebuah bus BST bersinggungan dengan railbus 
Batara Kresna jurusan Solo-Wonogiri di Jalan Slamet Riyadi, 
Purwosari. Dari informasi yang dihimpun, sebelum kejadian bus 
BST melanggar marka kuning sehingga posisinya terlalu mepet 
dengan jarak aman kereta api. Meskipun tidak ada korban jiwa 
dalam kejadian tersebut, namun menurut berita, kaca spion sebelah 
kiri milik bus BST yang berisi penumpang tersebut pecah 
(news.okezone.com, diakses tanggal 4 April 2017 pukul 19.00 
WIB). 
Menelaah dari kasus yang telah terjadi, penulis beranggapan 
bahwa, railbus dan jalur khusus bus BST yang letaknya 
berdampingan tersebut, sangat mengkhawatirkan bagi terjaminnya 
keselataman penumpang bus. Hak-hak keselamatan konsumen 
dinilai kurang diperhatikan pada kasus ini karena jarak kedua jalur 
transportasi umum massal yang begitu dekat dan sangat beresiko. 
e. Faktor kebudayaan 
Faktor kebudayaan dapat dimasukkan ke dalam fator yang 
dapat menghambat pelaksanaan perlindungan bagi konsumen 
sebagai pengguna jasa angkutan umum, karena faktor kebudayaan 
merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa 
manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan itu antara 
lain adalah : 
1) Pengemudi mengaktifkan ponsel ketika berkendara sepanjang 
trayek. Larangan penggunaan ponsel saat sedang mengemudi, 
tidak diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-
undangan. Akan tetapi, pengemudi yang mengaktifkan ponsel 
selama berkendara dapat diancam dengan Pasal 106 ayat (1) 
UU Perlidungan Konsumen yang berbunyi, setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh 
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konsentrasi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh 
konsentrasi, mencakup larangan melakukan kegiatan-kegiatan 
yang mengganggu konsentrasi berkendara seperti 
mengaktifkan ponsel. Kegiatan tersebut berpotensi 
menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan juga mengancam 
keselamatan penumpang. Sanksi terhadap pelanggaran pasal 
tersebut diatur dalam Pasal 283 UU Perlindungan Konsumen, 
yaitu denda maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah) dan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. 
2) Kebiasaan pengemudi yang tidak tertib menaikkan dan 
menurunkan penumpang di halte (shelter) yang telah 
disediakan (khususnya ketika memasuki pinggiran kota, 
kawasan Kabupaten Sukoharjo atau memasuki Kartasura). 
3) Budaya masyarakat yang belum tertib ketika naik dan turun di 
halte (shelter) yang sudah disediakan, dengan alasan agar lebih 
mudah dan efisien serta lebih dekat dengan tujuan yang ingin 
dituju. Padahal hal tersebut turut menjadi faktor terhambatnya 
pelaksanaan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa bus 
BST. 
Setelah mengkaji beberapa faktor yang menjadi hambatan 
terlaksananya perlindungan bagi pengguna jasa angkutan bus BST 
atas hak keselamatan konsumen tersebut, maka jika faktor-faktor di 
atas mampu bersinergi satu sama lain, akan tercapai hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa angkutan 
umum bus BST. 
2. Solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan bagi 
pengguna jasa Bus Batik Solo Trans (BST) 
Hambatan yang telah didapatkan diatas tentu juga ada upaya 
untuk mengatasinya, upaya tersebut dapat dilakukan oleh pihak 
pengelola bus BST yaitu PT. Bengawan Solo Trans demi 
menyempurnakan pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa 
angkutan bus atas hak keselamatan konsumen. Upaya yang dilakukan 
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oleh PT. Bengawan Solo Trans untuk mengatasi hambatan yang 
terjadi adalah sebagai berikut : 
a. Mempertegas aturan baik bagi pengemudi dan 
pramugari/pramugara maupun bagi penumpang bus 
Permasalahan penumpang yang memaksakan naik di luar 
halte (shelter) bus BST dapat ditangani dengan mempertegas aturan 
bagi pengemudi untuk mengijinkan penumpang yang naik di 
tempat-tempat lain selain pada halte bus BST. Namun di samping 
itu, pihak pengelola harus pula berupaya memperbaiki kondisi halte 
sebagai akses satu-satunya tempat untuk menaikkan dan 
menurunkan penumpang. Berdasarkan observasi langsung di 
lapangan yang dilakukan penulis, kondisi halte BST terutama di 
luar kawasan Kota Surakarta (memasuki kawasan Kabupaten 
Sukoharjo dan Kartasura) sangat tidak layak. Sehingga pihak 
pengelola harus memperhatikan fasilitas-fasilitas pada halte BST 
supaya calon penumpang merasa nyaman dan aman ketika 
menunggu kedatangan bus. 
Kemudian dalam hal kurangnya kesadaran masyarakat untuk 
memberikan masukan terhadap pihak pengelola bus sebagai 
rujukan pembentukan suatu kebijakan guna peningkatan pelayanan, 
dapat ditangani dengan menempatkan kotak saran atau masukan 
pada setiap unit armada bus. Dengan disediakannya kotak saran 
dan masukan pada setiap unit armada bus BST, maka diharapkan 
ini mampu menjadi solusi supaya para penumpang semakin aktif 
menyumbangkan gagasan, saran dan idenya demi perbaikan-
perbaikan dalam jasa pelayanan dan perlindungan hak-hak 
konsumen. Kotak saran dan masukan, dimaksudkan bahwa pihak 
pengelola bus BST meminta andil dari para penumpang untuk ikut 
berpartisipasi memajukan jasa angkutan massal publik baik dari 
segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan yang 
sesuai dengan kebutuhan penumpang saat itu guna mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 
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b. Mengadakan sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu 
lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 
Upaya menanggulangi kelalaian pengemudi dapat 
disesuaikan dengan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 
pada Pasal 106 Angka 2, yang berisi tentang upaya membangun 
dan mewujudkan budaya tertib lalu lintas, yang dapat dilakukan 
melalui : 
1) Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; 
2) Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas 
serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; 
3) Membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar 
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; 
4) Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong 
pengguna jalan berperilaku tertib. 
Dengan diadakannya sosialisasi bagi pengemudi bus BST, 
maka diharapkan dapat menjadi solusi bagi kelalaian pengemudi 
dalam menjalankan trayek angkutan umum. Selanjutnya mengenai 
permasalahan pintu dengan tombol di pusat kendali pengemudi, 
solusi yang dapat diupayakan adalah menggantinya dengan pintu 
sistem sensor. Sistem pintu sensor ini akan berfungsi secara 
otomatis setiap berhenti maupun akan meninggalkan halte bus. 
Ketika seseorang melewati bagian pintu, maka sensor akan 
langsung bereaksi akibat adanya objek di sekitar pintu. 
c. Peran serta mayarakat dan lingkungan sebagai aspek pendukung 
pelaksanaan perlindungan bagi konsumen 
Peran serta masyarakat diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 
2014 Pasal 120 ayat (2), yaitu meliputi : 
1) Memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan 
Angkutan jalan dalampenyempurnaan peraturan perundang-
undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan 
jalan; 
2) Memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum 
yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum; 
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3) Melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan 
penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum 
kepada instansi pemberi izin; 
4) Memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan 
angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; 
dan/atau 
5) Memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut 
menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 
angkutan jalan. 
Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh 
penulis, masyarakat Kota Surakarta masih kurang mempedulikan 
kepentingan di ruang publik, seperti kepentingan jalur khusus bus 
BST yang berada dalam garis marka kuning sebagai rambu-rambu 
di jalan yang harus dipatuhi secara keseluruhan oleh seluruh 
pengguna jalan. Kurangnya rasa kepedulian tersebut, ikut serta 
mencederai hak-hak keselamatan konsumen yang menjadi 
pengguna jasa angkutan umum, khususnya dalam hal ini bus BST. 
Selanjutnya permasalahan jalur bus BST dan railbus Batara 
Kresna yang saling bersinggungan. Solusi yang dapat dilakukan 
oleh pihak pengelola adalah membuat standing bannerkhususnya 
bagi railbus Batara Kresna, supaya pengguna jalan dapat melihat 
dengan jelas rambu-rambu kereta. Jalur railbus Batara Kresna tidak 
mungkin apabila dipindahkan, mengingat keberadaannya sudah 
menjadi ikon Kota Surakarta. Menurut penuturan Kepala Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Yosca 
Herman Soedrajat melalui wawancara okezone.com, dirinya 
menegaskan agar rambu penunjuk jalan yang terhalang ranting 
pohon di sepanjang Jalan Slamet Riyadi untuk dibersihkan supaya 
dapat kembali beroperasi. 
4) Pemerintah memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik, 
terutama untuk pelayanan angkutan umum dalam kota 
Pemenuhan peningkatan fasilitas dalam setiap unit armada 
bus BST, disesuaikan dengan anggaran yang sudah dirancang pihak 
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pengelola. Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini, hanya 
berperan sebagai pihak yang memberikan bantuan anggaran untuk 
biaya pemeliharaan bus saja. Namun untuk operasional, dan 
peningkatan kualitas sistem pelayanan bus, pemerintah tidak ikut 
andil dalam pembiayaannya. Menurut penulis, peran pemerintah 
dalam memberikan subsidi terhadap pihak perusahaan bus masih 
sangat kurang. 
Pemerintah dinilai kurang memprioritaskan kepentingan 
publik khususnya dalam bidang angkutan umum dalam kota. Solusi 
yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola hanyalah dengan  
meminimalisir penggunaan anggaran berlebih terhadap hal-hal 
yang kurang penting dilakukan oleh perusahaan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
PT. Bengawan Solo Trans sebagai pelaku usaha yang mana 
menjadi pengelola dari bus BST Koridor 2, dalam upayanya melindungi 
kepentingan penumpang beserta hak-haknya belum melaksanakan 
seluruh aturan dengan baik. Fasilitas-fasilitas pendukung sebagai sarana 
dan prasarana pada setiap unit armada bus BST yang telah diupayakan, 
dan disesuaikan dengan UU Perlindungan Konsumen serta UULLAJ, 
ternyata beberapa diantaranya ditemukan masih belum terpenuhi. 
Beberapa hal yang mendukung terlaksananya perlindungan bagi 
pengguna jasa angkutan bus BST atas hak keselamatan konsumen, 
berkaitan langsung dengan standar minimum pelayanan yang tercantum 
di dalam Pasal 141 UULLAJ. 
Dalam pelaksanaan perlindungan bagi pengguna jasa angkutan 
bus BST atas hak keselamatan konsumen, terdapat beberapa faktor 
penghambat atas pelaksanaan perlindungan tersebut. Faktor penghambat 
yang dihadapi oleh pihak pengelola bus BST diantaranya adalah faktor 
hukum atau aturan yang berlaku, faktor petugas (aparat) pengemudi bus 
dan pramugari/pramugara, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, 
faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor yang 
menghambat terlaksananya perlindungan hak-hak pengguna jasa 
khususnya hak keselamatan konsumen ini, menjadi pengingat bagi pihak 
pengelola supaya dapat meningkatkan sistem pelayanan menjadi lebih 
baik lagi. 
Berdasarkan hambatan-hambatan yang dialami pihak pengelola, 
adapun solusi yang dapat dilakukan sebagai alternatif perbaikan untuk 
pelayanan jasa. Beberapa solusi tersebut di antaranya adalah 
mempertegas aturan-aturan baik bagi pengemudi maupun bagi 
penumpang atau pengguna jasa angkutan bus BST, mengadakan 
sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta 
program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatkan peran 
55 
 
 
 
serta mayarakat dan lingkungan sebagai aspek pendukung pelaksanaan 
perlindungan bagi hak konsumen, dan upaya pemerintah untuk 
memprioritaskan anggaran demi kepentingan publik, terutama untuk 
pelayanan angkutan umum dalam kota. 
 
B. Saran 
1. Bagi pengguna jasa angkutan bus BST 
a. Perlu diberikan sosialisasi bagi seluruh pengguna jasa angkutan 
umum, agar memperoleh pengetahuan mengenai etika dalam 
penggunaan jasa angkutan umum di ruang publik. 
b. Diberi arahan tentang pentingnya pemanfaatan halte (shekter) 
sebagai fungsi utamanya yaitu tempat pemberhentian bus dan 
naik turunnya penumpang. 
2. Bagi pengemudi bus BST 
a. Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan bagi seluruh 
pengemudi bus BST beserta pramugari/pramugara. 
b. Diberlakukan aturan-aturan yang mengikat dengan sanksi tegas 
bagi pengemudi yang melanggar hak-hak konsumen. 
3. Bagi Masyarakat umum bukan pengguna jasa 
a. Diberikan pemahaman tentang pentingnya beretika di dalam 
ruang publik, khususnya mengenai rambu-rambu dan marka jalan 
yang harus dipatuhi demi kepentingan keselamatan bersama. 
b. Diadakan sosialisasi umum agar masyarakat lebih mendukung 
dan menghargai fasilitas di ruang umum, khususnya dalam hal ini 
angkutan umum bus BST. 
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